BAB I
TINJAUAN UMUM KAFALAH BIL UJRAH DALAM PRODUK
BANK GARANSI (KAFALAH)

2.1 Pengertian Umum dan Dasar Hukum Bank Garansi

Dalam rangka menambah-sumber-sumber penerimaan bagi bank serta
untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, bank menyediakan berbagai bentuk
jasa. Semakin pesainy@ persaingan”antar sbamk, bank didorong tidak hanya
mengandalkan sumbers” penerimaan utamanya darly ‘penyaluran kredit atau
pembiayaan melainkan juga dari jasajasa yang diberikan. Penerimaan atau
income yang ‘berasal dari pemberian jasa-jasa ini discbut fee-based income.
Bentuk jasa yangdiberikan oleh bank selalu mengalami perkembangan dari waktu
ke waktu, sedangkan. salah satu jenis jasa yang ditawarkan oleh bank adalah
fasilitas Bank, Garans*,.daminan semacam ini“biasanya diberikan oleh bank
dengan dengan catatan terlebih dahulu agar, nasabah menyediakan jaminan lawan,
dimana besarnya jaminan lawan biasanya melebihi nilai proyek yang dijaminkan.
Ha ini dilakukan guna menjamin nasbah apabila akan mengerjakan proyek.

Jaminan yang diberikan bank ini dikenal dengan nama Bank Garansi®".

Kata Garans berasal dari bahasa Belanda ‘Garantie’ yang artinya
jaminan. Bank garans artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank.

Bank garansi artinya garansi/jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank

% Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2, Selemba
Empat, Jakarta 2006. HIm 123.
3131 K asmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004. HIm 194.
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menjamin pihak yang dijamin (nasabah) memenuhi suatu kewgjiban apabila yang
dijamin dikemudaian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain
sesuai dengan persetujuan®. Pengertian Bank Garansi menurut Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor: 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang
pemberian bank garansi oleh bank adalah :

a. Garans adalah bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang
mengakibatkan kewajiban.membayar terhadap pihak yang menerima
garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji/wanprestasi.

b. Garans dalam bentuk penandatangan kedua dan. seterusnya atas surat-
surat berharga seperti aval dan endesemen dengan hak regres yang dapat
menimbulkan kewsajiban imembayar, bagi bank, apabila pihak yang
dijamin melanggarjanji /wanprestasi.

c. Garans' lainnyagyang terjadi karena perjanjian befisyarat sehingga dapat
menimbulkartskewajiban. finansial_bagi_bank. Dari_pengertian mengenal
bank' garans menurut Surat Keputusan Direkss Bank Indonesia
Nomor:23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991, “maka dapat diketahui
adatiga pihak dalam pemberian bank garansi, yaitu:

1. Bank sebagai pemberi jaminan, disebut Penjamin

2. Nasabah sebagal pihak yang dijamin, disebut Terjamin (Debitur)

3. Pihak yang menerima jaminan, disebut penerima jaminan, merupakan
pihak ketiga (Kreditur).*

Bank Garans ~adalah, perjanjian penanggungan hutang (Borgtoch)
sebagaimana diatur dalam Buku [115Bab XVII yaitu Pasal 1820 sampai dengan
Pasal 1850, dimana Bank dalam hal ini bertindak sebagal penanggung. Sehingga

ketentuan-ketentuan KUH Perdata berlaku pula dalam Perjanjian Bank Garansi®*.

Adapun dasar hukum bank garansi adalah :

¥Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

1997, Hal 29.

¥ Bank indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Tentang Pemberian Garansi Bank,
Nomor 23/88/Kep/Dir, Tanggal 18 Maret 1991.

¥ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
Him 221
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“Bank Garansi merupakan salah satu bentuk penanggungan/ Borgtoch/
Guarantee yang diatur dalam Bab 17 buku 11l KUH Perdata dari pasa
1820 sampai dengan Pasal 1850. Menurut Pasal 1829 KUH Perdata,
Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak
ketiga, guna kepentingan dia berpiutang, mengikatkan diri untuk
memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak
memenuhinya. Dengan kata lain, seorang pihak ketiga yang disebut
penanggung/ penjamin  menjamin kepada pihak yang berpiutang/
kreditor/ penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya (wanprestasi).
Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa Bank Garansi adalah
jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang
mengakibatkan kewajiban.membayar terhadap pihak yang menerima
jaminan apabila pihak yang dijamin ciderajanji (wanprestasi)”®.

Bank Garans merupakan‘pernyataantertulis yang dikeluarkan oleh bank atas

permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung fisiko tertentu (penggantian

kerugian) yang tumbul bila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya

dengan baik (wahprestasi) kepada pihak yang menerima jainan (beneficiary)®.

Dalam aplikasinya, jenis Bank Garans pada dasarnya sesual dengan tipe

perjanjian dan fungsi penjaminan Bank Garans dalam perjanjian, beberapa jenis

Bank Garansi yang'ada antara lain adalah :

a. Bank Garansi Pembelian
Bank Garansi yang diberikan kepada Supplier atau pabrik sebagai

jaminan pembayaran atas pembelian barang-barang oleh nasabah atau

pihak yang dijamin oleh bank.

b. Bank Garans Pita Cukai Tembakau
Bank Garans yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan
pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik
rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok.

c. Bank Garansi Penanggungan Bea Masuk.

Bank Garans yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan

pembayaran bea masuk atas barang-barang yang dikeluarkan dari
pelabuhan milik nasabah.
d. Bank Garansi Tender (Bid Bond).

% Djumialdi, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek & Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta

1996, him 350.
% sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Zukrul Hakim, Jakarta 2003,
him. 130.
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Bank Garans yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk
kepentingan kontraktor atau leveransir yang akan mengikuti tender atas
suatu proyek, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor atau
leveransir tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor atau leveransir dapat
mengikuti tender adalah menyerahkan Bank Garansi.

e. Bank Garans Pelaksanaan (Performance Bond).
Bank Garans yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk
kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pelaksanaan
pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau leveransir tersebut.

f. Bank Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond).
Bank Garans yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk
kepentingan kontraktor atau-leveransir atas uang muka yang diterima
oleh kontraktor tersebut.

g. Bank Garansi Pemeliharaan (Retention Bond).
Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk
kepentingan kontragktor atau leveransirsguna menjamin pemeliharaan atas
proyek yangtel 8l diselesaikan oleh Kontraktor tersebut. >’

Hubungan “antara pihak penjamin (Bank) demgan pihak yang dijamin
(nasabah) diawall dengan adanya kepercaysan nasabah untuk menyimpan
uangnya pada bank. Bank mempunyal peran penting bagi aktivitas perekonomian,
yaitu sebagal lembaga perantara keuangan (Financial Intermediaries) sebagai
prasarana pendukung® yang sangat penting untuk . menunjang kelancaran
perekonomian®. Hubungan hukum dalam pembeésian fasilitas bank garansi antara
pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak pemberi jaminan (bank) akan
menimbulkan adanya kewgiban dan hak diantara masing-masing pihak.
Hubungan hukum tersebut adalah :

1. Kewgiban Nasabah adalah memberikan sgjumlah jaminan lawan

(Counter Guarantee) kepada bank.

2. Kewagjiban Bank adalah memberikan jaminan pembayaran kepada pihak
penerima jaminan apabila nasabah yang dijamin ingkar janji.

3. Hak Nasabah adalah menerima jaminan dari bank untuk membiayai suatu
usaha.

%" Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Op. Cit., him 127.
% Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Op cit, him. 10.
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4. Hak Bank adalah menerima sgiumlah jaminan lawan milik nasabah dan
menerima komisi/provisi/fee atas penerbitan bank garansi. *

Bank Garans sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama
adalah merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank, secara umum bank
garans mempunyai fungs yang sama bagi masing-masing pihak, antaralain :

1. Bagi Kreditur (Penerima Jaminan), Bank Garans berfungs sebagal
jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.

2. Bagi Debitur (Terjamin), Bank Garansi. berfungs sebagai sarana
pendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada kreditur,
bahwa prestas yang menjadi hak /kreditur akan tetap terpenuhi pada
waktunya, sekalipumia sendiri berhalangan memenuhinya. Fungs Bank
Garans seperti_ini‘'memperlancar terjadinya transaks yang dibuatnya.

3. Bagi Bank (Pemjamin), Bank Garansi berfungsi sebagal salah satu sarana
untuk/membesikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan untuk membantu
memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan krediturnya dan
memperoleh “keuntungan dari biaya-biaya yangyharus dibayar oleh
nasabah serta dengan adanya jaminan lawan yang diberikan, maka
kredibilitas bank juga akan meningkat dimata para riasabahnya. *°
Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat 1, selain

mengandalkan kepercayaan, bank perlu menjalankan,sistem. pengendalian yang
merupakan komponen ‘penting dalam’ kegiatan operasional bank untuk
mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek
kehati-hatian. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh bank sesuai standar Bl
adalah menerapkan prinsip Prudential Banking dan mengenal Nasabah (know

your customer principle) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh

perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan

% Pricilla Febriana, SH., “Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi dalam Pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama Antara Supplier dengan Distributor”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2006.
Hlm 39.

“0 OP Simorangkir, Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan, Aksara Persada Press , Jakarta 1985,
HIm 133.
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identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk
pelaporan transaksi yang mencurigakan®. Bank dalam memberikan kafalah (bank
garansi) setelah pengajuan permohonan, melakukan analisis permohonan yang
seksama kepada makful anhu’ terhadap nasabah, menurut Kasmir yang dikutip
oleh Pandi Afandi diantaranya penilaian meliputi watak (character), kemampuan
(capacity), modal (capital), agunan (colleteral), prospek usaha dari nasabah
debitur (condition)*, agar tidak salah dalam memberikan fasilitas kafalah kepada
makhful anhu’ yang tidak bisa=memenuhi’ kewajiban, sehingga akan berdampak

merugikan bank.

2.2 Bank Garang (Kafalah) dalam Bank Syariah
2.2.1 Pengertian Kafalah (d sl

Secara bahasa, al-kafalah berarti al-dhamn / Jlex!!  (genggaman atau
pegangan), dan al-dhaman (tanggungan atau penjminan)*>. Imam al-Sayyid Sabiq
menjelaskan bahwa nama lain dari al-kafalah ‘adalah hamalat / 4 (denda,
tanggungan), dhamanat (penjaminany;” dan za 'amat / 4«= (harta yang paling
utama/afdal al-mal, dan penjaminan). Oleh karena itu, Ali Fikri, Abd al-Rahman
al-Juzairi dan Ibn Muflih memandang sama antara al-kafalah dengan al-
dhaman®. Imam al-Mawardi, sebagaimana yang telah dikutip Wahbah al-zuhaili,

merinci alasan-alasan mengenai ragam kata yang dipandang semakna dengan al-

! Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penjelasan Pasal 38 Ayat 1.
2 pandi Afandi, Analisis Implementasi 5C Bank BPR dalam Menentukan Kelayakan Pemberian
Kredit pada Nasabah, Dosen STIE AMA Salatiga, Salatiga, t.t, him 61.

“Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari'ah...., op. cit., him. 252,

4 Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy,
Bandung 2004, him. 94.
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kafalah. Menurut al-Marwadi, istilah-istilah itu dipergunkan secara proporsional
berdasarkan adat. Al-dhaman adalah penjaminan mengenai hutang atau pinjaman;
al-za’amat adalah penjaminan harta dalam jumlah besar (al-amwal al-azham /
A ¥ Jsa¥1); dan jaminan untuk menghadirkan seseorang dalam menyel esaikan
masalah gishash atau hutang disebut (kafalah bi al-nafs / ol Il 4 WH)*, Secara
istilah, al-kafalah adalah penjaminan seseorang terhadap yang lain yang
berkenaan dengan jiwa, utang atau zat benda. Menurut Ali Fikri, definis al-
kafalah dikemukakan oleh ulama Hanafieh dan dinilai “lebih shahih®. Ulama
Mazhab Hanafi menerangkan dalam definis "dhaman atau kafalah terdapat dua
pendapat, yaitu:

a. Kafalah«aah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang

lain dalam.hal menagih atau menuntut diri, hutang aiat benda.
b. Kafalah ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang

lain dalam pekok hutang.

Sedangkan. menurut tlama Malikiyah, ‘Syafi’iyah dan Hanabilah, al-
kafalah adalah mengumpulkan penjamin ke dalam tanggungan orang yang di
jamin (yang berhutang) dalam ketetapan atau kewajiban yang hak dalam masalah
hutang, artinya hutang itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua®’.
Perbedaan definisi di atas terlihat dalam persoalan obyek tanggung jawabnya.

Ulama-ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa obyek kafalah tidak hanya

> Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-lIsami wa adillatuhu, Juz VI, Dar Al-Fikr, Beirut 1996, him.
4141,

6 Ali Fikri, al-Mu 'amalat al-Madiyat wa Adabiyah, Musthafa Al-Baby ala Halabyt..t., him. 8.

4" Abdul Aziz Dahlan,dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003,
him.847.
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berupa harta, melainkan juga jiwa, materi dan pekerjaan. Sementara ulama
Mazhab yang lain menyatakan bahwa obyek kafalah tersebut berkaitan dengan
harta, seperti hutang piutang. Dengan demikian definisi ulama-ulama Hanafiyah
obyek kafalah lebih umum™®. Menurut Syafii Antonio, kafalah adalah jaminan
yang diberikan oleh penangung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban
pihak kedua atau yang ditanggung. Sedangkan menurut Bank Indonesia, kafalah

adalah akad pemberian. jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain
dimana pemberi jaminan ber%l?

ﬁﬁﬂ%embayaran kembali suatu hutang
menjadi hak penenr?;’?; !.l"
Darl bebe@

Mid mb%; bahwa kafalah adalah
jaminan Yang ‘%lkan oleh penanggung (Kafil) keb? pihak ketiga untuk

memenuhi kewi.hfn pihak itanggun@lam hal ini, berarti
‘ —
mengalihkan tanggun jaw.

tanggung jawab orﬁhﬂ n sebagai penjamin.

i{? ﬁg&bﬁ} 1le§m$afalah

dijamin dendan berpegang pada

QT &

JAMINAN KEWAJBAN

“8 | bid.
“ gyafii Antonio, Bank Syariha : Wacana Ulama & Cendekiawan, Fakultas Ekonomi Ul, Jakarta
1999, him 23.
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2.2.2 Dasar Hukum Kafalah

Dalam fatwa DSN-MUI tentang kafalah terdapat sejumlah dalil yang
dijadikan alasan atau argumen, yaitu dua buah ayat Al-Quran, tiga buah hadis dan
dua buah kaidah Fikih. Dua ayat Al-Quran yang dijadikan alasan adalah :

Pertama, Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat
dipelgari dalam al-Quran pada bagian yang mengisahkan Nabi Y usuf.

3 i

vc?)f‘}%‘j

“Penyeru-penyeru, itusberkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh hahan makanan (seberat)
beban unta, dafkak*menjamin terhadapnya”. (QSwYusuf: 72)>°

i 4 e Bals el pias Ak 106

Daam Taisir Ibnu Katsir, ayat di aias menggunakan bentuk, dan jamak
dan di kali lain bentuk tunggal. Misalnya kata Za'im (~=5)./ penjaminan adalah
bentuk tunggal, tetapi sebelumnya, misalnya kata galu (5! &) / mereka menjawab,
adalah bentuk jamak:-ni mengisyaratkan bahwa yang berbicara hanya seorang,
yaitu pemimpins rombongan' ipéngefar itu,, sedang sisanya menyetujui dan
mengiyakan. Perbuatan-demikian dikenal dengan ji’alah. “Dan aku menjamin
terhadapnya.” Sedangkan, perbuatan ini termasuk dhiman dan kafalah®. Jadi,
Kata za'im dalam ayat diatas bermakna kafil atau dhamin (pihak yang bertindak
sebagai penjamin sebagaimana dalam kafalah®. Kata zaim dengan makna yang

jamak juga terdapat dalam ayat :

* Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung 2000, him 360.

! Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Taisiru al-Aliyyul Qqdir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2,
Maktabah Ma’arif, Riyadh 1989. Him 871.

52 Muh. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta 2001, him.124
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“Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang

bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?" (QS. Al-
Qalam: 40)°3

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, maksudnya katakanlah kepada mereka
“Siapakan yang bertanggung jawab dan memberikan jaminan?” Ibnu ‘Abbas
mengatakan : “Siapakan diantara mereka yang bertanggung jawab atas hal
tersebut? Dan mereka mendatangkanssekutu-sekutunya jika mereka adalah orang
yang benar untuk memberikan<jaminan terhadap keputusan yang diambil saat
itu™,

Kedua, demikian juga dalam riwayat hadis, transaksi_kafalah (penjaminan)
telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Beberapa hadis Nabi yang

berkaitan dengan kafalah antaralain adalah:

Bamle pl ola)igmar 135 ) (il
“Penjamin adalah Jorang yangsbekkeywajiban harus membayar dan

hutang juga harviisdi bayar”. (AR. Ibnu Majah).>®

- - 5

s i il dy sy ertitr el
m»yysw&ums&ﬁ;ﬁu:

T ol LB F it B2 0 25

%3 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung 2000, him 963.

> M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari (pengh.), Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8, Pustaka
Imam Asy-Syafi’i, Bogor 2005, Him 260.

> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz 11, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., him.
804.

% Hendi Suhendi, Figih Muamalah....Op.Cit. him 190.

" Abi Husain ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Beirut: Dar al-
Fikr, t.t., him. 722.
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“Saya telah memikul suatu tanggungan, lalu saya datang dan meminta
bantuan kepada Nabi, maka beliau bersabda: “kami akan melunasi
tanggungan itu darimu dengan shadagah, dan beliau berkata lagi, kami
akan mengeluarkan jika ada shadagah, 1
Qubaysyah, sesungguhnya tidak benar meminta dan diharamkan
kecuali dalam tiga hal: seseorang yang memikul suatu tanggungan,
maka diperbolehkan ia meminta bantuan sehingga ia dapat
melunasinya”. (HR. Mudlim).

Hadits nabi dari Salamah bin Al-Akwa’
;y\ O G R (e CHP I I LI 3 i
s/ug\;\p;/mmyag\wu;}wdu’ ‘w’)
V16 Es A5t N LiE st le o I e 2 1)
e o Sl e i 32 uywdﬁxg@dsfu&w
;;L@.i&ui;aem bﬁb@.&”:}.@db“'&é"“

= 2

G 2iee s JENIRIEEENEY: JG e o s wd,

-

0§, 0 AR 1 (ke 6 505 D6

L

2 411_3 _Lm 433 Q"J

“Telah  menceritakansy kepada kami Al _ Makkiy bin Ibrahimtelah
menceritakan.kepada kami Yazd bin Abi "Ubard'dari Salamah bin Al Akwa’
radliallahu ‘anhuberkata:’Kami ‘pernah_cduduk bermajelis dengan Nabi
shallallahu "alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah
kemudian orang-orang -berkata: Shalatilah jenazah ini. Maka Beliau
bertanya: Apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata: Tidak.
Kemudian Beliau bertanya kembali: Apakah dia meninggalkan
sesuatu? Mereka menjawab: Tidak. Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah
tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu
orang-orang berkata: Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,
sholatilah jenazah ini. Maka Beliau bertanya: Apakah orang ini punya
hutang? Dijawab: Ya. Kemudian Beliau bertanya kembali: Apakah dia
meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: Ada, sebanyak tiga dinar. Maka
Beliau  bersabda: Shalatilah  saudaramu  ini.  Berkata, Abu
Qatadah: Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang

% Muhammad Issmail Al Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Al Hawalah, Hadis No. 2127, Dar Al
Figr, Beirut, t.t., him 23.
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menanggungnya. Maka Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menyolatkan
Jenazah itu.” (HR Bukhari)>®.

Terakhir, Selain ayat Al-Quran dan Hadits, ketentuan yang menjadi dasar
pemberian kafalah ini adalah berupa Kaidah Figh yang berbunyi “Pada dasarnya,
semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan
dan bahaya (beban berat) harus dihilangkan”®. Dan kaidah figih “Dan bahaya
(beban berat) harus dihilangkan” ®!. Berdasarkan pada keterangan hadist diatas,
maka pada dasarnya kafalah itu dibolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat
dalam hal tertentu, misalnya mengenai upah=f ujrah pada akad kafalah. Perlu
diketahui, kafalah™yang dilakukan dengan niat yamg ikhlas mempunyai nilai

ibadah yang berbuah pahala.

2.2.3 JenisKafalah

Imam al-Sayid” Sabig membagi al-kafalah menjadi dua penjamin jiwa
(kafalah bi al-hafs) dantpenjamin harta (kafal@hsbi al-mal)®’. Penjaminan jiwa
adalah kewajiban pihak ketiga menghadirkan pihak kedua apabila diperlukan; dan
penjamina harta adalah jaminan pihak ketiga terhadap pihak pertama yang
berkenaan dengan harta yang berbeda pada pihak kedua. Secara umum, al-
kafalah bil al-mal (J« L 4 W€Y) dibedakan menjadi tiga: pertama, al-kafalah bi
al-dayn (cxaiib & Sl) penjaminan oleh pihak ketiga untuk mengembalikan harta

yang berada ditangan pihak kedua; kedua, al-kafalah bi al-‘ayn (ol 4 Wsh)

% Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang K afalah, Menginat Point (3).
% Ali Ahmad al-Nadawy, Al-Qawa 'id wa al-Dhawabith al-Fighiyyah, t.t, 1999, him 390.

® Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, “Mengingat”
angka 6.

62 Al-Sayid Sabig, Figh al-Sunnat, Al-Fath Lil ’lam Al ‘Arobi, him. 284.
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atau al-kafalah bi al-tadim (a4 Usl) | yaitu penjaminan pihak ketiga untuk
mengembalikan harta yang berada di tangan pihak kedua , kepada pihak pertama;
baik harta itu berbeda di tangan kedua karena pinjaman maupun gasab; dan
ketiga, al-kafalah bi al-dark (s,odL 4 Usl) | yaitu jaminan untuk melakukan
penyusulan atau pengerjaan terhadap sesuatu yang dilakukan secara keliru;
umpamanya seseorang menjamin untuk melakukan pengerjaan terhadap benda

yang dijual oleh pihak penggadai, peminjam atali penggasab kepada pihak lain®.

Dalam rangka menjel askan perhedaan‘antara al-dhaman (olexall) dengan
al-kafalah, ulama Syafi'iyah membedakan al-dhaman manjadi tiga. petama,
penjaminan mengena utang (dhaman al-dayn / % ole=) | yaitu seseorang
meminjam uang«(benda) kepada yang lain atas jaminan pihak ketiga; pihak ketiga
ini disebut dhamin al-dayn / &l gl atau kafil al-dayn o=ll Ji< ; kedua,
dhaman radd al- ‘ayn al-madhmunat /<l seaal) (2l 5 Gl | yaitu penjaminan
untuk mengembalikan benda yang dijaminnya; seperti.benda yang dipinjam (al-
ariyat / 4:)=l) atau digasab /(gashh /7 —==% )."Dua al-kafalah tersebut dalam
pandangan imam al-Sayid-Sabiq disebut Jwib A4S / kafalah bi al-mal; dan ketiga,
kafalah bi al-nafs / o4l AW gtau iltizam ihdhar syakh dhamanah  <bs ledal ol 3l
4lexll; yaitu kewgjiban pihak ketiga untuk menghadirkan pihak kedua apabila
diperlukan. Menurut ulama Syafi’iah, sebagai dikutip oleh Ali Fikri, penjaminan
untuk menghadirkan pihak kedua oleh seseorang kepada pihak pertama disebut

kafalah. Oleh karena itu, dalam pandangan ulama Syafi’iah, al-kafalah adalah

& |bid., him 284-287.
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bagian dari al-dhaman, karena penjaminan untuk menghadirkan seseorang 4wl

oY1 (dhaman al-abdan) disebut kafalah™.

2.2.4 Ketentuan Umum Kafalah
Menurut Imam abu Hanifah dan Muhammad, rukun kafalah adalah : ijab
dari penjamin dan gabul dari pihak berpiutang®. Dalam fatwa DSN-MUI
dijelaskan bahwa al-kafalah adal ah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung
(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang
ditanggung (makhfulianhi, ashil)®. Ketentuaimumi kafalah dalam hal ini diatur
dalam Fatwa Dewan Syarilah. Nasional No.: 11/PSN=MUI/IV/2000%. Yang
ditanda tangani-eleh K.H Ali Y afie (ketua) dan H.A NazrijAdiani (sekertaris) pada
tanggal 13 April.2000 ( Muharram 1421 H), dengan ketentuannya :
1. Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan'kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Penjamin dapat.menerimaimbalan (feg) sepanj ang tidak memberatkan.
3. Kafaah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan
secara sepihak.
Rukun dan syarat kafalah berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
No.11/DSN-MUI/IV/2000, Tentang K afalah adalah sebagai berikut®®:

1. Pihak Penjamin (Kafiil)

® Ali Fikri al-Mu amalat al-Madiyat wa Adabiyah, Musthafa Al-Baby ala Halaby,t. t., him. 12-13.
® Muhammad bin Ali Asy Syaukani, Fathu Al Qadir Jilid 5, Dar Al Kutubi, Damaskus, t.,t., him
391

% Fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, konsideran “Menimbang” huruf a.

" Wirdyaningsih, SH., MH., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta 2005,
him.163

% Ibid.
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a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya
dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul anhu)
a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)
a Diketahui‘identitasnya:
b. Dapat hadir padawaktu akad atau memberikan kuasa.
c. Beraka sehat,
4. Obyek Penjaminan (Makrul Bihr)
a. Merupakan. tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang,
benda, maupun pekerjaan.
b. Bisadilaksanakan oleh penjamin.
c. Harus merupakan.piutang mengikat |(lazim), yang tidak mungkin hapus
kecuali setelah.dibayar atau dieebaskan.
d. Harusjeasnilai, jumlah dan spesifikasinya.

e. Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).

Sahnya kafalah tergantung kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam
aturan islam®. Pada hakikatnya pemberian kafalah ini akan memberikan

kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk meaksanakan is

% Erlina Nuryadi, “Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah (Kafalah) dan
Pelaksanaannya pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk”, Skripsi, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, him 39.
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perjanjian/kontrak yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu

dengan nasabah sehingga ciderajanji untuk memenunhi prestasinya.

2.3 Imbalan atau Upah (fee) dalam Akad kafalah (Kafalah bil Ujrah)
2.3.1 Imbalan atau Upah dalam Hukum Positif

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam
produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan
atas jasanya yang disebut_upah..Dengan katalain, upah adalah harga dari tenaga
yang dibayar atas jasanya‘dalam produksi. Menurut'pernyataan Professor Benham
yang dikutip oleh=Afzalurrahman : “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah
uang yang dibayar oleh orang yang memberi per kerjaan kepada seorang pekerja
atas jasanya sésuaiperjanjian”" . Setiap transaksi yang bérkaitan dengan kafalah
(Bank Garansi) akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan pada nasabah
yang mengaukan, permohonan bank garansi merupakan balas jasa atau
pendapatan bagi -bank. Biaya:hiaya ini. merupakan kompensas dari resiko yang

akan dihadapi bank yarig-mungkin akan terjadi-dikemudian hari ™.

Dalam mekanisme sistem perbankan syariah, bank garansi diaplikasikan
dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan
pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan
evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Pihak bank sebagai

lembaga yang memberikan jaminan ini akan terlihat pada perkiraan administratif

" Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jil 2, Alih bahasa Soeroyo, Dana Bhakti Wakaf,
Y ogyakarta 1995, him 361.
™ Faturrahman Djamil, Penyelesaian...Op.Cit., Him 62-63.
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baik berupa laporan keuangan komitmen maupun kontijensi. Pihak bank akan
memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah (fee) yang mereka
terima sebaga imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan
kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka. Penerimaan atau income yang

berasal dari pemberian jasaini disebut fee-based income.

Ada perbedaan pendapat yang besar dikalangan ahli ekonomi mengenai
masalah penetapan upah. Secara umum teori yang telah diberikan oleh beberapa
ahli ekonomi, mengatakan, upah: ditetapkan berdasarkan ketentuan Produktivitas
Marginal . Yaitu pénétapan harga (dalam hal ini tpahYiterhadap pendayagunaan
input (employment) dalam hal ini kinerja. Sejumlah teori yang menengahi
pendapat yangssaling bertentangan ini yang menawarkan suatu penyelesaian
tentang persoalan. upah berdasarkan hasil pemikiran mereka termasuk dalam

pandangan Islam.

2.3.2 Imbalan atau Upalydalam/H ukum® slam

Dari segi ada atau tidak adanya kompensas secara figih muamalat
membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad rabarru’ dan tijarah. Akad
tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut
non-profit transaction’®. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis
untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-

menolong dalam rangka berbuat kebaikan (trabarru’ berasal dari kata birr dalam

2 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Wakaf, jil.2, Y ogyakarta 1995. HIm.
362.
™ Adiwarman Karim, Bank Islam... Op. Cit. HIm 66.
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bahasa arab, yang artinyakebaikan). Dalam hal ini, pihak yang berbuat kebaikan
tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Imbalan
dari akad tabarru’ adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Namun demikian
pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada conter-part-nya
untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat
melakukan akad tabarru’ tersebut™.

Gambar 2.2 Skema Akad Tabarru’

( Akad-Akad Tabarru’
L Mmemberikan/menjamin sesuatusesuatu
[ Meminjamkan harta ]
r Y
——a" Meminjamkan Harta ] > Qard
L —
= ™ S
Meminjamkan Harta + Agunan > Rahn
. J |
4 P\
Meminjamkan Harta untuk —
mengambil alih pinjaman dari " Hiwalah
~—
% nihak lain

4{ Meminjamkan Jasa ]
[
Meminjamkan Jasa pada saat ini Wakalahh
] untuk melakukan sesuatu atas >

nama nranglain

o
e ~
Wakalah dengan tugas tertentu, yaitu
B . ) . > Wadiah
memberikan jasa pemeliharaan.
- J
~

Wakalah kontijensi, yaitu

— mempersiapkan diri untuk melakukan | Kafalah

sesuati anahila teriadi sesuatu.

- 4

" 1bid, him 68.
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— [ Memberikan Sesuatu ] > Hibah, Shadagah,
Wagaf, etc.

Berdasarkan Gambar 2.2 diatas, transaksi yang tidak bertujuan untuk
mencari keuntungan terbalut dalam pendanaan, jasa pelayanan dan kegiatan
sosial.

Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk dalam ranah
ijarah yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja.
Adapun untuk penentuanjupah, rujukan awalnya adalah kesepakatan antara kedua
belah pihak™. Islam menawarkan. suatu.penye esdian yang sanga baik atas
masalah upah-dan menyelamatkan kepentingan keduasbelah pihak. Upah
ditetapkan dengan.cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.
Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa
adanya ketidakadilan' terhadap pihak lain™. Prinsip/pemerataan terhadap semua

makhluk tercantum dalam Al-Quran.

NIFCUTIRM S SRt R RCP R R AN BGTE
Osallad g O,allsf

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu;
kamt%tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S Al-Bagarah:
279)

™ Heri Setiawan, Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Positif dan Hukum
Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Y ogyakarta 2014, him 4.

® Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Wakaf, jil.2, Y ogyakarta 1995. Him.
363.

" Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung 2000, him 70.
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Dalam Tafsir Ibnu Katsir, maksudnya kalian tidak berbuat zhalim dengan
mengambil pokok harta itu. Karena pokok harta kalian dikembalikan tanpa
tambahan atau pengurangan (yaitu: memperoleh kembali pokok harta)”®. Dalam
perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur
dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya
terhadap oranglain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu
Al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan
bagian yang seharusnya mereka terima sesuai_kerja mereka, dan pada saat yang
sama dia telah menyelamatkan kepentinganriya sepdiri . Prinsip keadilan yang

samatercantum dalam Al-Quran Surat Al Jaisiyah, sehagaisberikut :

Ssalls Yoy EnSTl o8 S iy G (AN et A gleg
“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan

agar dibalas tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka
tidak akan dirugikan.”(Q.S Al- Jatsiyah : 22)%

Ayat ini menjaminstentang,upah yang) |ayak*kepada setiap pekerja sesuai
dengan apa yang dikerjakan; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa
diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal tersebut dianggap ketidakadilan
dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus

ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi

® M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari (pengh.), Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, Pustaka
Imam Asy-Syafi’i, Bogor 2004, Hlm 557

™ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi...., Loc. Cit. HIm. 363.

% Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung 2000, him 818.
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dan untuk itu harus dibayarkan tidak kuarang, juga tidak Iebih dari apa yang telah

dikerjakan.®* Tentang prinsip ini disebut lagi dalam surat Al-Ahgaf Ayat 19 :

Osalled ¥ 2hs SRR 142isls tshee & B3 180
“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan .

Dan dalam su Imran Ayat 161 :
5 5% 5 el e o g 35 4

Saalldy 245 Eond i
“Tidak mungkin s séerang Nabi berkhiana#" delam urusan harta
rampasan perang’ Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan
rampasan perailg itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa
apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi
pembalasan .tentang apa. yang ia kerjakan dengan (pembalasan)
setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap
manusia di akhirat'kelak terhadap pekerjaan mereka didunia, akan tetapi prinsip
keadilan yang disebutkan di sini‘dapat pula diterapkan kepada manusia dalam
memperoleh imbalannya di dunia. Oleh karena itu, setiap orang harus diberikan
imblan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan
secara tidak adil®. Secara ringkas Islam menekankan tentang sistem pengupahan
dengan kontrak antara kedua belah pihak, sehingga asas keadilan yang dijunjung
tinggi Islam dapat terlaksana, semua saling rela tanpa ada paksaan dari salah satu

pihak, kemudian islam juga mengajarkan agar membayar upah secepat mungkin.

8 bid, him. 364.

:2 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung, 2000.
Ibid.

8 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi...., Op. Cit. HIm 365.

39



Islam lebiih menekankan upah pada konsep moral, tidak hanya sebatas materi
tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akherat, yang disebut pahala®.
Rambu-rambu pengupahan dalam islam ada dua yaitu adil dan layak, adil

bermakna jelas dan transparan serta proposional. Sedangkan layak berarti cukup.

2.4 Imbalan atau Upah dalam Bank Garansi

Dalam pemberian Garans Bank, bank dapat memungut upah sebagai ujrah
(fee) dan biaya administrasi. Besannyatipah (ujrah) dan biaya adminitrasi tersebut
tergantung pada kebijakanbark Syariaah yandbersangkutan®. Dapat dianalogikan
dengan Fatwa Dewan*Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/1X/2002 tanggal 14
September 2002 tentang L/C Impor syariah, besarnyagujrah harus disepakati
diawa akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal;~bukan dalam bentuk
prosentase. Pelaksanaan pemungutan upah (ujrah) dan biaya administras: menurut
faturrahman djamil tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pada Saat. Penandatanganan Akad dan Penerbitan Warkat Garansi Bank
Pada saat nasabah menandatangani Akad Pemberian Fasilitas Garansi Bank
(Kafalah) dan«Kontra” Garang,.Bank*memungut Ujrah atas penyediaan
fasilitas Garans Bank (Kafalah) pada saat garansi bank diterbitan oleh
bank, bank memungut biaya administrasi oleh bank, bank memungut biaya
administras Perwarkatan Garans Bank.

b. Dalam Ha Nasabah Cidera Janji (Default)

Pada saat nasabah cidera janji atau wanprestas (default) kepada pemegang

Garans Bank, maka bank dapat memungut upah (ujrah) dan atau biaya

administras serta denda dengan rincian sebagai berikut:

a. ApabilaGarans Bank diterbitkan dengan kontra garansi full cover, maka
bank hanya dapat memungut biaya administrasi sgja bila ada, karena
risiko finansial bagi bank tidak ada.

8 Muhammad Darwis, Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam,
vol XI No 1, Jurnal Hukum Islam, Y ogyakarta, him 118.

8 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Sinar Grafika,
Jakarta 2012. HIm 62-63
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b. Apabia garansi bank diterbitkan dengan kontra garansi non full cover,
maka bank dapat memungut upah (ujrah) karena bank telah melakukan
pembayaran sgjumlah uang kepada pemegang Garansi Bank. Uang yang
telah dibayarkan oleh bank tersebut, wagjib dibayarkan kembali oleh
nasabah kepada bank. Disamping ujrah tersebut, bank dapat memungut
biaya administrasi. Dalam hal nasabah terlambat membayar kembali dana
yang telah dibayarkan oleh bank tersebut berikut ujrah-nya, maka bank
dapat mengenakan denda. ®’

2.5 Pendapat Ulama Mazhab dan Ijma’ atas Imbalan jasa Kafalah

Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil)
kepada pihak ketiga wuntuk™ memenuhi~ kewajiban pihak kedua atau yang
ditanggung (makfuulyamhu). Tiga Fatwa DSN yang ‘membolehkan memperoleh

ujrah (fee) atas sjasa kafalah®;

a Fatwa NO=11/DSN-MUI/1V/2000 Tentang kafalah yang berbunyi :

"Ketentuan~"Umum Kafalah: Dalam akad kafalah, penjamin dapat

menerima imbalan (fee) sepanjang tidak member atkan” .%°

b. FatwaNo. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syasi ah'card, yang berbunyi :

"Akad yang digunakan.dalam Syariah Card adalah; Kafalah; dalam hal
ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu
terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari
transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan
tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian
Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah)".*

c. Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter Of Credit (L/C) dengan

Akad Kafalah Bil Ujrah yang berbunyi :

& ibid.

%0leh Erwin Tarmizi  http://ustadzsbu.blogspot.com/2009/04/kafal ah-bil-ujrah-i mbal an-akad-
jaminan.html (Diakses 18 Maret 2015, pukul 20.18 WIB)

% K erjasama Dewan Syariah Nasional MUI-BI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,
Ed. Revis, Cet. Ill, CV. Gaung Persada 2006, him. 72

% Tim Penulis DSN-MUI, Himpunan Fatwa DSN, jilid |1, him. 19.

41



"L/C Akad Kafalah Bil Ujrah adalah transaksi perdagangan ekspor
impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad Kafalah, dan atas
jasa tersebut LKS memperoleh fee (ujrah)".*

Adapun yang membolehkan imbalan atas jasa kafalah seperti halnya pada
konferensi Organisasi Islam ke-3 di Aman Y ordania tanggal 8-13 Shafar 1407 H,
bertepatan dengan 11 Oktober 1986, para ahli figih memberikan putusan
mengenai aturan pemberian beban biaya pada pada pengguna Banking Card yaitu
: (1) Boleh, mengambil upah pelayanan pinjaman (margin, beban sewa). (2) upah
harus dalam batas biaya eperasional. (3) Bunga pelayanan operasional hukumnya
haram, karena mendantiung riba®®. Menurut Imam\ dlik yang dikutip dari Kitab
“Al Mugadimat. Al Mumahhadah™ karangan Ibnu Rusy Al Qurthubi, beliau
mengatakan :

“Kafalah terhadap harta diperbolehkan baik diketahtii ataupun tidak.
Pembayaran ujrah adalah sah walaupun tidak diketahui kadar objek yang
dijaminkan. Sebab pihak yang memberi tanggungan, telah membayar apa
yang pihak pemanggung lakukan, dan apa yang.telah kafil lakukan
tersebut dimaklumi dan ketahui”.%
Menurut Wahbah Az-Zuhaili, l[dalam 'situasi seperti ini, boleh meberikan
imbalan atau kompensas kepada kafil karena memang terpaksi dan kondisi
mendesak atau adanya hagjat yang bersifat umum. Karena jika syarat adanya

imbalan tidak terpenuhi, maka itu akan menyebabkan ada kemashlahatan yang

tidak dijalani®. Pengambilan keuntungan dalam suatu kegiataan usaha dalam

L ibid, him. 44.

%2 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Mudadzamat al Muktamar al Isam, Majma a Figh al
Islam, 1407 H : 27.

% Al Qurthubi, Al Mugadimat Al Mumahhadah 11, Darul Figr, Beirut, 1408 H, HIm 378.

% Wahbah Az-Zuhaili, Figih Isam...... Op.Cit. HIm 75.
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isam harus didasari dengan suatu usaha atau prestas tertentu. Hal ini

sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis berikut :

Debe i ding JB D8R A o) R 3 D A TR
ej«iagmbu»gs%w;;i\w?ﬂ;mgi;mmy

95(@\-"'-.3‘

Abu Abdullah (Azzubair) bin Al-Awwam r.a berkata : Rasulallah SAW
bersabda: Demi sekiranya_salahsatugkamu membawa tali dan pergi ke
bukit, untuk mencari kayu=kemudian.dipikul ke pasar untuk dijual, dan
dapat dengan itu menuttip air mukanya. Maka yang demikian itu lebih baik
daripada meminta:minta pada orang-orang, baik mereka memberi atau
menolak padanyg. ”

Prestasi yang dilakukan pada setiap kegiatan dan pelaku ekonomi yang
bertujuan mendapat keuntungan diatur dalam Islam, dijelaskan mengena konsep
pengambilaan keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi didasari oleh teori
Harga dan Laba yangtadil seperti yang dikemukakan-oleh Ibnu Taymiyah (661-
728H) dan lbnu Al Arabis’ Menurut ibnu Taymiyeh mengatakan dalam majmu
fatawa ba Iwad al mitsil) akan diukur dan ditaksir
oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi~keadilan”*®. Menurut |bnu Al Arabi,
laba yang adil dijelasakan sebagai “kelebihan yang dapat dibenarkan oleh nilai
yang setara (iwadh)”. Menurut Prof Dr. Azhar Rosly dari International Islamic
University di Malaysia, komponen iwadh yang dapat membenarkan seseorang
untuk mengambil keuntungan adalah setara dengan nilai ketika seseorang

menanggung risiko (ghurmi/risk), setara dengan nila berusaha atau bekerja

% Muhammad Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Buyu, Hadis No. 2122, Dar Al Figr,
Beirut, HIm 36.
% |bnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Syaikh al-|slam, Matabi’ al Riyadh, Riyadh 1963.Vol 29, h521.
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(ikhtiyar/ kasb/effort) dan setara dengan tanggung jawab yang diemban

(dhaman/liability)®”.

Menurut Wahbah Az-Zuhalili, selama pihak penjamin belum mengeluarkan
harta untuk membayar utang yang dijaminnyaitu, makaia tidak berhak meminta
ganti kepada pihak yang dijaminnya itu. Karena keberadaan hak atau kewenangan
menagih tergantung kepada adanya al-Qardh (utangan) dan at-Tamlik
(pemilikan), serta semua itu tergantung kepada adanya pembayaran dan penunaian
utang, sementara disini belumeada™. |Berikutfini pendapat ulama-ulama mazhab
yang melarang imbalan datam akad kafalah :

1. Pendapat UlamaMazhab Hanéafl
Para ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat berdasarkan Hadits yang

diriwayatkan olen Abu Daud sebagal berikut:

Bagagl sy & & ae S35 505 W1
“Pinjaman hendaklah dikembalikan damsyang menjamin hendaklah

membayar” (HR. Abu Dawud tan Tirfmaidzi).'®

Mazhab hanafi mengartikan gharim mengembalikan sgumlah yang dijamin
tanpa ada tambahan lain, jadi bahwa akad kafalah dan imbalan tidak sah bila kafil
(penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak

yang dijamin makful ‘anhu, dan bilatidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang

9 http://igrapedia.blog.com/perbankan-syariah/ diakses 24 Juli 2015.

% Wahbah Az-Zuhaili, Figih IsSam...... Op.cit. HIm 63

% Abu Abdillah Muhammad bin yazid, Sunah ibnu Majah, Juz II, Beirut: Dar Al Figr, t.t., him
804.

190 Hendi Suhendi, Figih Muamalah....Op.Cit. him 190
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dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun

akad kafalah tetap sah. Ibnu Nujaim (wafat: 970 H) berkata:

OF Ll timemmsy e 1 Sax o ot O s ) o oy JiS7 o
YU & Wgie oS0 4 0B Y o HUSH (3 Wyt Jadt 0S5
S5 S (3 oy e et 0713 LG L 3l STy (bl el
WL ety Lo albl dliSly (bl k) O
Dalam terjemahan bebas untuk pendapat ibnu-nujaim diatas mengatakan
seseorang melakukan akad kafalah terhadep ‘erang lain dan menerima imbalan
dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki 42 bentuk: 1. Imbalan tidak
disebutkan/disyaratkan dalam akad maka hukum imhalannya tidak sah namun

a . Imbalan disebutkan/disyaratkan dalam akad maka imbalan

dan akad kafalahnya tidak sah.

2. Pendapat ulamaMazhab Maliki

Ad Dasuki (wafat: 1230°H) berkata:
Lol ipgaamgd o s Sl oS3 L Ald an Oleially
Sl By LB g et ) LS e e S
102(jhgj‘ wa ng
Dalam terjemah bebas untuk pendapat Ad-Dasuki diatas kafalah yang tidak

sah adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti; menerima imbalan dari

akad kafalah.

191 1bn Nujaim, Al-Bahr Al-Ra ‘ig, Dar Al - Mua’rrohafah, 1993, Juz 6, him 242.
102 Al-Dardir, Hasyiyah Al-Dasugi, Dar Al-Fikr, Juz 3, HIm. 77.
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Beberapa ahli fikih dalam mazhab Maliki menghukumi akad kafalah dengan
imbalan tidak sah (fasid) tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat

akad ataupun tidak.

3. Pendapat Ulama Mazhab Syafi’i

Al Mawardi (wafat: 450 H) berkata:

SbU Jadl 08 g ddalee ot we Ol ol 5l e
B (galdly Ll fadtids 2y OIS O] Slaually
Dalam terjemahan, bebas«di sebutkan bahwa, jika seseorang meminta orang
lain untuk menjadi, peajaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepadanya,
akad ini tidak dibelehkan. Dan imbalannya tidak sah, Dan akad kafalah yang

dengan persyaratanrimbal an tidak sah.

Pendapat para fugoha dalam mazhab Syafi’i sama dengan pendapat
ulama dalam mazhabsyHanafi, yaitu: bilaimbalan disebutkan dalam akad maka
imbalan dan akad kafalah tidak sah, namun bila tidak disyaratkan dan diberikan
dengan sukarela maka.akad kafalahnya sah namun imbalannya tidak sah.
Ulama Syafi’iyah berpandangan bahwa yang lebih shahih adalah bahwa tidak
sah menggantungkan kafalah kepada sebuah syarat, seperti jika pihak kafil
berkata “jika datang awal bulan, maka saya yang menjamin apa yang menjadi

tanggungan si Fulan aatau saya yang menjamin dan menanggung badannya”104.

193 Muhammad bin Hibib Al-Marudi Al-Busyri, Al-Hawi Al-Kabir, Dar Al-Kutub Al-llImiyah, Juz
6, him 443.
104 \Wahbah Az-Zuhaili, Figih ISam....... Op.Cit. HIm 43-44.
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4. Pendapat Ulama Mazhab Hanbali

Ibnu Qudamah (wafat: 620 H) berkata:
05 sxbly 2 4Ll Gly e JuST: JB s

Terjemahan bebas untuk pendapat Ibnu Qudamah, diketahui jika seseorang
berkata kepada orang lain,” jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu
imbalan seribu,” akad ini tidak boleh.

Para ahli fikih dalam mazhab-Hanbali juga tidak ‘membolehkan menerima
imbalan dari akad kafalah secara mutlaky,_baik .disyaratkan ataupun tidak
disyaratkan.’ Sedangkan dalam buku panduan ‘lembaga keuangan syariah
internasional "Matayir Syar‘iyyah" yang disusun oleh’ AAOIFI dalam pasal V

ayat 3/1/5, yang berbunyi :

A sl ey lalles LS 52 Lle osllas] Ny~ T 2 Y
L) AR sl WYy el e Al lay Al e
Y i Gl OY (LY el BB 2 b (S e 6ol
0y oy e pse Ayt
Bila diterjemahkan bebas untuk pendapat diatas dikatakan bahwa “Lembaga
keuangan syariah tidak dibolehkan secara mutlak mengambil atau memberikan

ujrah (fee) sebagai imbalan atas jasa kafalah".

Para ulama mazhab mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Hal ini

berdasarkan dalil dalil berikut :

1% 1 bnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 6, Al Maktab Al Islami, t.t.p., 1988, him 429.
18K eputusan Hai’ah al-Muhasabah wa al-Mu -al-Mu’assasah al-Maliyah al-llamiyah,
Bahrain, Al Maayir As Syariyyah, Mei 2001. him 49- 57
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Pertama, Hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
107@ }é—; .10 35- ‘-f;; f)_{
“Setiap manfaat yang diperoleh pihak pemberi hutang adalah riba”.

(HR. Baihaqi)'®

Kedua, /jma’ (Konsensus Para Ulama).
Para ulama mazhab sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad
kafalah tidak dibolehkan. Ijma” ini dinukil oleh beberapa ulama di antaranya :

Ibnu Munzir (wafat tahun=3 9H) dalanybukunya “Al Isyraf”, ia berkata:

Y oot ode: Ulgiie AL OF o ool Bl B lie il 0 JS7 aa
0k, g4
Dalam terjemah bebas pendapat ibnu munjir diatasadalah Semua ulama -
yang kami ketahui- sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak
halal dan tidak dibolehkan.
Al Hattahunab(ulama mazhab Maliki, wafat tahun 954H) berkata:
=0 s Olez min 8 ey E
Dalam tafsir bebas untuk pendapat diatas, bahwa Akad kafalah dengan

persyaratan ujrah (fee) disepakati oleh para ulama hukumnya tidak dibolehkan.

Ar Ruhuni (ulama mazhab Maliki, wafat tahun 1230H) berkata:

U 5ot ¥y 12 Y el 0l ag dladd OF e 1gnaTs

97 Hafidz I1bn Hajjar Al-Asgalani, Bulugh Al-Maram, Surabaya, Darrul Al-IImi. HIm
108
199 | bnu Al Mundzir al Naisaburi, Al Isyraf ala Madzahib al Ulama, jilid I, him 120.

10 Myhammad Al Hatab, Mawahibul jalil, Juz 6, Dar Al Kutub Al-IImiah, him 3.
" Hasyiyah Ruhuni ala syarh Zargani, jilid VI, hal 25.
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Dalam tafsir bebas pendapat Ar-ruhuni mengatakan para ulama sepakat
bahwa akad kafalah dengan imbalan yang diterima oleh kafil tidak halal dan
tidak boleh.

Hakikat akad kafalah adalah pihak penjamin (kafil) bersedia membayar
hutang makful ‘anhu (pihak yang dijamin) kepada makful lahu (pihak orang yang
berpiutang). Maka jika kafil membayarkan hutang makful ‘anhu kepada makful
lahu posisi kafil berubah menjadi mugridh (prhak yang memberikan hutang)
kepada makful ‘anhu. Dan bia disyaratkan imbalan dalam akad kafalah maka
kafil yang sudah herubah™fungs sebaga mugridh nantinya akan menerima
piutangnya dan mantaat (yaitu: imbalan akad kafalahy."Demgan demikian imbalan
yang diterima kafil dari akad kafalah pada hakikatnya adalahwriba yang didapatkan

dari akad gardh.{pinjaman).

2.6 Pendlitian Terdahulu

Pengambilan penélitian terdahulu_bertujuan untuk mendapatkan bahan
perbandingan dan acuan. Selain it unttk menghindari anggapan kesamaan
dengan penelitian yang akan dilakukan. Sejauh ini penulis telah menelusuri
literature yang sesuai dengan penelitian, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan
dengan permasalahan yang dalam skripsi ini, yaitu: Salah satu Penelitian
terdahulu yang pernah dilakukan oleh Erli Nuryadi berjudul Analisa Pemberian
Bank Garansi dalam Sistem Syariah (Kafalah) dan Pelaksanaanya Pada PT. Bank
Muamalat Indonesia, Thk. Dalam penelitian ini memfokuskan pada Jaminan

Pelaksanan akad kafalah di PT. Bank Muamalat, Thk.
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Skripsi oleh Heri Setiawan, yang berjudul Upah Pekerja/Buruh Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Positif dan Hukum Islam. Pada skripsi ini membahas
mengenai Etika pemberian Upah yang layak menurut Islam yang diberikan
kepada pekerja atau pegawai™?. Sedangkan, Tesis karya Priscilla Febriana, SH.,
berjudul “Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi Dalam Pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama Antara Supplier Dengan Distributor, Studi Pada PT Bank Danamon
Tbk Cabang Pemuda Semarang”. Pada Tesis ini membahas mengenai sudut
pandang secara hukum tentang mekanisme dan penyelesaian terhadap deposito
sebagal jaminan bapk garans serta pemberian bank garansi dalam perjanjian

kerjasama ahtara Stpplier dengan Distributor™,

Dari penelitian sebelumnya hal yang membedakan dengan penelitian
sekarang adalah variabel yang digunakan dan lokasi penelitiannya dan objek yang
di teliti, dengan variabel bebas Kafalah Bil Ujrah dan variabel terikat berupa
penerbitan warkat “bank garans dari sis penetapanwupah dalam akad kafalah

menurut Hukum I'slam dan pendapat Ulama mazhab.

M2 Heri Setiawan, “Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Positif dan Hukum
Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Y ogyakarta 2014,

3 Pricilla Febriana, SH., “Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi dalam Pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama Antara Supplier dengan Distributor”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2006.
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